
4. Undang-Undang .,., . ., .... 

.; Ur1 Iang-Undang Nori or 1 Tah un 2004-· tentang Perbendaharaan 
Nc'g- a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
S, 'l'arnb. han Lcrnbaran _ egara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2_ Urid · ng-Und, ng Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
t, .crnba ran legara Republik Indonesia Tah un 2003 Nornor 47, 
T· rnbahan Lcmbarari N ~gara Republik Indonesia Nomor 4286); 

1. Ur dang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Dae rah Ownom Kabupaten Dalarn Lingkurigan Daerah Propinsi 
Sun tera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nornor 2Sj sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

omor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tirrgkat 'II Tanjung .Jabung 
(Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

o. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 
Tarnbahan Penghasilan Berupa Uang Makan kepada Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di - lingkungan Pemerintah 
K bup. ten Batang Hari Tahun Anggaran 2018_ 

-·-c1i" cL bah a berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri 
Dalarn egeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
P .rai.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
P: · u .uan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
ner berikan tambah an penghasilan berdasarkan pertimbangan 
.Ljckuf lainnys kepada PNS dalam rangka peningkatan 
ke sejahteraan umum pegawai, seperti pernberian uang makan; 
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2. Peraturan . 

8. Pera uran .Pemetintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Perigangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 15, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nornor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 omor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
I omor 4578); 

0. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah 
Pro insi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan 
Lernbaran egara Republik Indonesia Nomor 4737); 

1 J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdorrian · Pengelo aan Keuangan Daerah · se bagaimana telah 
beb .rapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

cgeri omor 21 Tahun 2011 (Berita Negara .Republik Indonesia 
Tahtn2011 omor310); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Harl Nornor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
D' erah Kabupaten Batang Bari Tahun 2016 Nomor 11); 

13. Per-aruran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 201.7 
tcntang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten 
Ba tang Hari Tahun Anggaran 2018 (Lem bar-an Daerah Ka bu paten 
Batang Bari Tahun 2017 Nomor 18) ; 

14. Peraruran Bupati Batang Hari Nomor 90 -Tah un 2017 tentang 
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan B_elanja Daerah Kabupaten 
Ba tang Hari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Batang Hari Tahun 2017 Nomor 90). 

1 ·,<.-tu k n 1 . Pera turan en teri Keuangan N omor 11b/PMK.05/2010 ten tang 
Pemberian dan Tata Cara Pembayaran -Uang - Makan Bagi 
Pega · ai ege.ri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 omor 270). 

4. Undang-Undang l omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pcngelolaan dan Tanggu.ng Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernbaran Republik Indonesia Nornor 41); 

5. Undang--Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perirnbangan 
euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
egara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daer: (Lembaran ega a Republik IndoriesiaTahun 2015 N omor 
58, Ta ba han Lembaran . egara Republik Indonesia Nomor 5679); 

. . 
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BAB III . 

;<--;L, pernb .ri r n tambahan penghasilan berupa uang makan adalah 'untuk 
.1J11 " LK kesejahter: an Pega ai - egeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 
11gl- .nga n Pcmerints h Kabupaten Batang Hari. 

-- u~i pembenan tambahan penghasilan berupa uang makan adalah untuk 
, t,J 1 .atka k .sejahteraan, disiplin dan motivasi kinerja pegawai. 

BAB II 
AKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

l-, ;a ,. i [ egeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah 
~.11 .alor Pega - ai egeri Sipil Daerah yang bekerja didalam lingkungan 

· m n Daer' h dan ·digaji berdasarkan beban APBD setiap tahun baik 
. ~- 1, an afru · gaji setiap 1 ahunnya; 

.-tl:..;. Penghasilan berupa Uang Makan adalah uang yang ·ctiberikan kepada 
•. 1 .v u I geri Sipil berdasarkan tarif dan .dihitung secara. harian untuk keperluan 
,~c11 r ga ai J egeri Sipil. 

.'.·r~lL, ·an Bup ti ini, yang dimaksud dengan: 
,L a., alah Kabupaten Batang Hari; 
t"1111~ n Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
,·tnl. 'ian Daerah yang memimpin pelakasanaan urusan · pernerintahan yang 
. ....:1 , • ·c ' ngan daerah o" .onom; 

,, 1 :..l, a ah B pati Barang Hari; 
-1 1 ..tari- Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah 

_ _l-Jc. L<.. 1 Batang Hari; 
_d .gk::,;. Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
1 -rinu t a dae ah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat · DPRD, 

,·1 o ,L Daerah, Dinas Daerah , Badan Daerah, dan Kecamatan; 
.1 .. r. f--lend pata 1 dan Bclanja Daerah ang selanjutnya disingkat APBD adalah 
,1 .. , r'end' Y · n dar Bdanja Daerah Kabupaten Batang Bari; 
• ~:i lcgeri Sipil Da ~ ah yang selanj utnya disingkat PNSD adalah seluruh 

.. ~t •61.~ri Sipil Daerah yang bekerja didalam lingkungan Pemerintah Daerah 
ti~:t f erdas rkan beban APBD sctiap tahun berdasarkan daftar gaji setiap 

BAB I 
KETE TUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DAN CALO PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PE lERI TAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018 

. .J-_;;(a[l 

MEMUTUSKAN 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 /PMK.02/2017 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. 
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BAB VI . 

Dana untuk pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 
2018 dengan Kode Rekening 5.1.1.02.06 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Pertimbangan Objektif). 

BAB V 
SUMBERDANA 

Pasal 5 

(1) Hari kerja umum bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
berkerja di Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah 5 (lima) hari terhitung mulai 
hari Senin sampai dengan hari Jumat berdasarkan hari kalender. 

(2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit 37,30 jam kerja dengan pengaturan sebagai berikut: 
a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.15 WIB sampai dengan 16.00 

WIB; 
b. Hari Jumat Jam 07.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB; dan 
c. Waktu istirahat Jam 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB. 

(3) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib 
dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 

(4) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada OPD atau unit kerja 
yang melayani pelayanan umum dan kependidikan berlaku ketentuan hari kerja dan 
jam kerja sesuai dengan Keputusan Kepala OPD masing-masing berdasarkan 
peraturan yang berlaku. 

BAB IV 
HARI KERJA DAN JAM KERJA 

Pasal 4 

(1) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Batang Hari Tahun Anggaran 2018. 

(2) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan ditetapkan berdasarkan 
kehadiran kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan oleh Kepala Unit Kerja termasuk 
menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati Batang 
Hari melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
setiap awal bulan berikutnya. 

(4) Pemberian tambahan penghasilan berupa Uang Makan kepada Calon Pegawai Negeri 
Sipil didasarkan pada Surat Tugas. 

(5) Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang diperbantukan atau 
dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan 
kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. 

(6) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan berlaku untuk seluruh 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Batang Hari. 

BAB III 
PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

BERUPA UANG MAKAN 
Pasal 3 
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(8) Pemberian . 

u :, 
c-• L' li.can da · cetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Makan 
.... "''- i , ..:geri Sipil bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan. 
t .. .n _r... nanggungjax ab mengajukan surat permintaan pembayaran uang makan 
,l u1 t .rid: hara pengeluaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah 

1 : de gan keten tuan yang berlaku. 
~ r i, 1\ gga an mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan 

rt'', rit .il: si cl, fl· r hadir ke Beridahara Pengeluaran. · 
• 11 hr scb· Jf irr an' dim ksud pada ayat (4) merupakan dasar perhitungan 

11,, ang m, ka i . 

, pl hitungan pemberian uang makan sebagaimana tercantum pada lampiran 
Sup' i ini. 

:~, . n ua .g makr n dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
igk: t Daerah (DPA-SKPD) masing-masing. 

, , '-- "- tarnbahan penghasilan berupa uang makan dibayarkan pada awal bulan 

BAB VIII 
TATA Cf RA PE GAJUAN UANG MAKAN 

Pasal8 

)LL 

~t .Jl 

1 (satu] hari penuh; dan 
~ikuti Pendidikan dan Pelatihan. 
-·.16J: ti apel engan rincian : 
J lL,_ lie· J- r e gi ti Apel sebanyak 8 (delapan) kali, maka dikenakan 
Jtur,gu.n · ng makan untuk l (satu) hari kerja; 
.ila udak me gikut.i Apel Lebih dari 8. (delapan) kali, maka setiap kali tidak 
aks n ikcriakan pemotongan uang makan perhari sebesar 25 cyo (dua 

h liu · pcrsen ) . · ·· 

L.1i .. 

.. r ~· iambahan penghasilan berupa uang makan diberikan berdasarkan 
.. i , :..i.1 P S di Kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. 

-..r ict tarnbahan penghasilan berupa uang makan tidak diberikan kepada PNS 
, .r: k centuan sebagai berikut : 

,. ,..,_ '- . idir kerja; 
.:mt' mcnjalankan perjalanan dinas; 
.iu 1~ menjala ni cuti; 

~~1 t , .enj. Ian · tugas belajar; dan/ atau 
_ __,c.1.0- ebab lain yang mengakibatkan Pl S tidak diberikan tambahan penghasilan 

up· ang ma an adalah : 
! Ip. ; 
:Sc.1.1~ L; 

BAB VII 
PEMBERIAN UANG MAKAN 

Pasal 7 

.rt.a h a. penghasilan berupa uang makan diberikan selama 11 (sebelas) bulan. 
1. :..,_! • Pengh silan berupa 'uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

, ~, .ka . oerdasarkan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan. 
u.aha. penghasilan berupa uang makan diberikan sebesar Rp. 27.500,- (Dua 
_it, tu] h ribu lima ratus rupiah) per hari kerja. 

BAB VI 
BESAR UANG MAKAN 

Pasal 6 
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G HARI 

uara Bulian 
2018 

TE BATANG HARI, 

M uara Bulian / 
? - ! 20 

Ditetapkan di 
pad! tanggal _: 

~UPA'i1 R 

, 1 BL iati in mulai berlaku sejak tanggal diundangkan . 
.rp c.., ang mengetahuinya, memeriritah kan pengundangan Peraturan Bupati ini 

,, _ er .::1 .patann a dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

k,1-· p -laksanaan pengaturan pemberian tambahan penghasilan · berupa uang 
" t , kukan monitoring oleh Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan 
n.L. 1gan S mber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari. 

1rH uormg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan 
,. i,.. k 'P d Bupati Batang Hari melalui Sekretaris Daerah. 

BAB X 
l O ITORI G, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

1 t,1na;_, 1 tcrhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berupa uang 
.,dJ di. ngkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Kepala OPD 
,.i J~ -U. LSlDg. 

BAB IX 
PEMBINAAN 

Pasal 9 

. ..;n:.:.. t: rnbahan penghasilan berupa uang rnakan bagi Calon Pegawai Negeri 
i,c . .;1 · ai t:geri Sipil Golongan III dan Golongan IV dikenakan pajak 

,,t~,. n (PPH) Pasal 21. 
v ~l .• en da .tar adir pegawai dilakukan oleh Kepala OPD termasuk 

.d ~1. u gani ekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati melalui 
, h pegawa ia.n dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan 

j 1.Lur t Daerah setiap a al bulan berikutnya. 
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JAFT, R PERHITLJ GA PEMBERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN 
I EGAWAI EGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN ANGGARAN 2018 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 
NOMOR V TAHUN 2018 
TA GGAL : -;i. - 1 - 2018 

LA PIRAN 
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(NAMA) 
IP . 

Kuasa Pengguna Anggaran/ 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Muara Bulian, 2018 

, .111'101 pcrny as n im mi buat dengan sebenar-benarnya. 

.11 .... uu. mu ran hari erdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia 
1.c1:, tor · n ke bihan tersebut ke Kas Negara. 

.J, 
I I '-' 

Y' ng tercapa pa Daftar Perhiwngan Uang Makan P S dan CP S bu Ian . 
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . elah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pad a 

1, ,J..., 

, uco. jan s s ngguhnya bah tJ : 

:.i,1lcl 

-· ::! c . anda tang n diba ah ini : 

SU PE YATAA TA GGUI G JA AB UTLAK 

O p 

2018 TA GGAL 

PE ATURAN BUPATI BATA G HARi 
O VIOR \ TAHU 2018 

CO TOH 
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